BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 37} TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan
komoditas pada sub sektor perkebunan yang
mempunyai peranan penting dalam perekonomian
daerah dan masyarakat di Kabupaten Sarolangun,
dalam tataran praktik pembangunan komoditi ini
menghadapi tantangan keamanan daerah dan
berkelanjutan produksi, serta tuntutan pasar yang
menghendaki kelestarian bentang alam dan seluruh
sumberdaya alam yang ada;

b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor : 11/Permentan/OT. 140/3/2015 tentang
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (Indonesia Sustainable palm Oil/ ISPO),
mengamanatkan bahwa pengembangan perkebunan
kelapa sawit hendaknya di selenggarakan secara
berkelanjutan dan ramah lingkungan;

Cc. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Tahun 2019-2024, Bupati diinstruksikan untuk
menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten
penghasil kelapa sawit;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang
Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit

Berkelanjutan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-
2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang
konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5679);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
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6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5580);

9, Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang
Sistem  Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  BERKELANJUTAN
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 -2024

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Sarolangun.
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6. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana
Teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah
aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.

7. Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi
teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam
pelaksanaan sebuah rencana aksi.

8. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari,
oleh dan untuk petani yang di bentuk atas dasar kesamaan
kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya,
komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan
usaha anggota.

9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.

10. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan
oleh pekebun secara swadaya.

11.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan
perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

12. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum,
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah
Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

13. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi
kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

14. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber
daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin,
budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.

15. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan
barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.

16. Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonsia (Indonesian
Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem
usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak
sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan
yang berlaku di Indonesia.

17. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian
terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan
pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola
Perkebunan Kelapa Sawit telah memenubhi prinsip dan kriteria ISPO.

18. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau
penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang
selanjutnya disebut STD-B adalah surat keterangan budidaya yang
diberikan kepada pekebun.

20.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri
kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukan terakhir
tentang kawasan hutan di Kabupaten Sarolangun.

21. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara
fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan
manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh
tanaman/pohon (budidaya)
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22.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya di sebut sebagai RAD-KSB
Kabupaten Sarolangun adalah dokumen rencana aksi untuk
pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan,
pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan
diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang
berkelanjutan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan di Kabupaten Sarolangun.

23. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk
melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit
Kabupaten Sarolangun.

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-
2024 berasaskan:

a. manfaat dan berkelanjutan;

b. keterpaduan;

c. kebersamaan;

d. keterbukaan;

€. keharmonisan; dan

{. berkeadilan;

Pasal 3

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan
pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang
lebih terarah dan terintegrasi

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku
usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan
yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. restorasi dan perbaikan bentang alam;

d. memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis
yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka
mensejahterakan masyarakat;

e. membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa
sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling
menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun;

f. membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta
pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan
distribusi/pemasaran hasil kebun; dan

g. membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi
pembangunan daerah secara optimal.
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BAB I
RAD-KSB Kabupaten Sarolangun
Pasal 4

(1) RAD-KSB Kabupaten Sarolangun terdiri atas komponen:
penguatan dana, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;

« dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa
Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Ol
1SPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

{2) Dokumen RAD-KSB Kabupaten Sarolangun sebagzimana dimaksud
pada ayat (1) tercantumn dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) RAD-KSB Kabupaten Sarolangun dilaksanakan berdasarkan tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

(2) Pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah
yang terdiri dari Organisasi Penanggung Jawab dan Organisasi
Pendukung dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha
dan para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] ditetapkan
oleh Bupati.

(4) Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2)
berada di Dinas.
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BAB Il

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Perkebunan
Pasal 6

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah

adalah :

a. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan
kelapa sawit berkelanjutan;

b. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

¢. menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil
kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga
kelestarian alam;

d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan
memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;

e. memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi
jaminan usaha di sektor perkelapasawitan;
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f. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit
mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan
dan badan usaha lainnya;

g. membangun keterbukaan akses tambahan informasi

h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan
berkeadilan;

i. membangun sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga/sektor untuk
pembangunan daerah secara optimal.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan RAD-KSB
Pasal 7
Arah Kebijakan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk:

a. menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi
minyak sawit bersertifikat di tahun 2024.

b. Sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai
pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit
berkelanjutan di daerah.

c. Sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan
pembanguan perkebunanan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Pasal 8

RAD-KSB dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan
kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis.

Pasal 9

Kegiatan-kegiatan yang besifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan peningkatan
produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, tediri
atas :

pendataan kebun dan pekebun;

penyuluhan hukum pertanahan;

pengurusan legalitas tanah;

identifikasi teknologi dan kaidah agribisnis yang tepat dan penyiapan
bahan ajar/latihan;

revitalisasi penyuluhan perkebunan; dan

Pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat pekebun.
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Pasal 10

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan
peningkatan produktivitas kebun dan upaya-upaya pelestarian lingkungan
hidup, terdiri atas :

a. konservasi keanekaragaman hayati dan nilai sosial budaya;

b. sosialisasi dan penyuluhan ISPO;

¢. peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

d. meningkatkan kapasitas perbenihan;
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analisa tanah dan penggunaan pupuk;
praktek budidaya yang baik;

peningkatan kapasitas pekebun;
penanganan gangguan usaha perkebunan;
Pemanfaatan limbah cair; dan

Akses pendanaan dan informasi pasar.
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BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 11

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan
RAD-KSB.

(2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan perangkat
daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 12

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
dapat dilakukan melalui:

penyampaian aspirasi publik;

konsultasi publik;

rapat dengar pendapat umum,;

kunjungan kerja;

sosialisasi; dan
. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(2) Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan
pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.
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BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13
(1) Dalam rangka mendorong efektivitas capaian target RAD-KSB
diperlukan monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perangkat Daerah

terkait lainnya.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-
KSB Kabupaten Sarolangun melalui Tim Pelaksana

(2) Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD-KSB
Kabupaten Sarolangun kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Biaya pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Sarolangun bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sarolangun.

Di tetapkan di Sarolangun
Pada tanggalzg Mnber2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

QU

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 29 Domber 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 31}
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PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 3
TANGGAL

"

wemher

TAHUN 2023

2023

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SAROLANGUN

TAHUN 2023-2024

A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN EOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR

WAKTU ORGANIBASI
KELUARAN PENANGQUN ORGANISASI PENDUKUNG
NO| RENCANA AKST URAIAN KEGIATAN PELAKSANAAN JAAI'“ a
Penguatan Pelaksanasn 1.1.1 Terbentuknya Tin 2023-2024 Dinas Tanaman 1. Sckretanat Dacrah (Bagian
3 Probogyes d:" k4 Pend. dan Pemeran |Pangan Hortikultura Perckonomian dan SDA,
u:hp.rm pemetaan kebun pendataan dan dan Perkebunan Bagian Pemerintahan)
schagai sawit rakyat venfikasi kebun 2. Badan Perencanaan
pendukung tata sawit rekyat Pembangunan Dearah
kebla perkebunan 3. Dinas PMPTSP
i e 4. Dinas PUPR
1.1.2 Tersedianya data S.
perkebunan dan Diskopurindag
Pt olennl hictocin 6. Camat / Penghasil Kebun
serik fadyat i Kelapa Sawit (PKS)
Kabupaten y
Sarolangun 7. Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
8
Kantor Pertanahan ATR/BPN
9
Badan Pusat Statistik
10 perysahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
11 Ketua Apkasindo
12 Yayasan Setara
1.2 Mengudentifikasi 1.2.1  Akurasi data hasil Dinas Tanaman 1. Sekretariat Daerah (Bagian
dan memverifikasi dentfikasi dan Pangan Hortikultura Perckonomian dan SDA,
kebun sawit rakyat venfikasi kebun dan Perkebunan Bagian Pemerintahan)
sawit rakyat
2 Bappeda
3 Disnakertran
4. Dinas PMPTSP
5. Dinas PUPR
6.
Diskopurindag
1.22  Pengajuan 7. Badan Pusat Statistik
legahtas kebun 8
sawit rakvat Kantor Pertanahan ATR/BPN
9
Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
10 Ketua Apkasindo
11 Yavasan Setara
1.3 Menyediakandata |1.3.1 Tersedianya data 20232024 Dmas Pekerjaan 1. Sckretariat Dacrah (Bagan
pendukung yang pendukung yang Umum dan Perekonomian dan SDA,
diperiukan untuk diperiukan untuk Perumahan Rakyat Bagian Pemerintahan)
pemutakhiran pemutakhiran
Informasi Informasi 2. Bappeda
Cx ial Ti 7 Geosp 1 3
(IGT) tutupan Tematik (IGT) Dinas Tanaman Pangan
kebun kelapa sawit tutupan kebun Hortikultura dan Perkebunan
kelapa sawit i
Dinas Lingkungan Hidup
S
Kantor Pertanahan ATR/BPN
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
7 Ketua Apkasindo
8 Yayasan Sctara
1.4 Melakukan 14.1 Terlaksananya 2023-2024  |Dinas Tanaman 1. Bappeda
pelatihan pelatihan Pangan Hortikultura | 2 Sekretariat Dacrah (Bagan
pemesan - pemetadn dan Perkebunan Perckonomian dan SDA)
partisipatif bagi partisipatif bagi
kelembagaan kelembagaan :
petani dan petani dan 3. Dinas PUPR
aparatur Desa aparatur Desa 4. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5. Dinas Lingkungan Hidup
6 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
7 Kantor Pertanahan ATR/BPN
8 Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
10 Ketua Apkasindo
11. Yi Setara
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WAKTU ORGANISASt
NO| RENCANA AKSI | URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNG ORGANISASI PENDUKUNG
PELAKSANAAN
JAWAB
2. |Sosialisasi 2,1 Melaksanakan 2.1.1 Terlaksananya 2023-2024 |Dinaa Tanaman 1. Setda (Bag. Hukum,
regulasi dan sosialisasi berbagai sosialisasi Pangan Hortikultura Perekonomian dan SDA,
kebijakan terkait peraturan dan peraturan dan dan Perkeb Pemerintahan)
usaha perkebunan kebijakan terkait kebijakan terkait 2. Ba
kelapa sawit pembangunan pembangunan : ppeda
berkelanjutan kelapa sawit kelapa sawit 3. Dinas PUPR
berkelanjutan berkelanjutan 4 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
5 Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
6 Kantor Pertanahan ATR/BPN
7 Perusahaan Perkebunan
Kelapa S8awit Sarolangun
8 Ketua Apkasindo
9 Yayasan Setara
3. |Peningkatan 3.1 Meningkatkan 3.1.1 Pertemuan 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Sectda (Bagian Perckonomian
sinergitas antar koordinasi antar koordinasi antar Pangan Hortikultura dan SDA, Bagian Hukum
lembega/ Instansi lembaga/ Intsansi lembaga/ instansi dan Perkebunan Bagian Pemerintahan)
pemerintah Pemerintah Dacrah pemerintahan
dacrah dalam daerah dan
hubugannya pemangku
dengan usaha kepentingan
perkebunan pembangunan
kelapa sawit kelapa sawit
berkelanjutan berkelanjutan
2. Bappeda
3. Kesbangpol
4. Dinas PUPR
5 Dinas Lingkungan Hidup
6 Dinas PMPTSP
7 Dinas Kopurindag
8 Disnakertran
9
Kantor Pertanahan ATR/BPN
10 Kepala Badan Pusat Statistik
Sarolangun
11.
Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
12. Ketua Apkasindo
13 Yayasan Setara
3.2 Pembinaan antar [3.2.1 Terlaksananya 2023-2024 |Dinas Tamanan 1. Dinas Pemberdayaan
kelembagaan pertemuan Pangan Hortikultura Masyarakat dan Desa
petani asosiasi petani dan Perkebunan 2. DPMPTSP
kelapa sawit 3. Diskopurindag
4. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
5. Ketua Apkasindo
6. Yayasan Setara
4. |Pembangunan 4.1  Survey Identifikasi |[4-1.1 Dokumen Survey 2023-2024 [Dinas Pekerjaan 1. Bappeda
j dan Desain Identifikasi Desain Umum dan 2. Dinas Tanaman Pangan
penyediaan Perumahan Rakyat Hortikultura dan Perkebunan
sarana dan
prasarana scbagai 3. Camat / Penghasil Kebun
pendukun.fn Kelapa Sawit (PKS)
peninglats 4. Kepala Desa/ Penghasil
perocukivitas Kebun Kelapa Sawit (PKS
usaha perkebunan coun Keapa o )
kelapa sawit 5. Perusahaan Perkebunan
berkelanjutan Kelapa Sawit Sarolangun
4.2 Membangun jalan [4.2.1 Terbangunnya 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Bappeda
produksi jalan produksi Pangan Hortikultura| 2. PUPR
perkebunan rakyat perkebunan rakyat dan Perkeb 3. Per Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
4. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
5. Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
6. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
7. Ketua Apkasindo
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WANTY ORGANISASL
NO| RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNO ORGANISAST PENDUKUNG
PELAKSANAAN JAWAR
43 Memfasilitas 431 Tersedinnys 20232024 (Dinas Tenaman L Gappeie
penyediaan sarana sarana dan [ Pangsn Hortkwultura
dan prasarane e end s Pt 3. Camat / Penghasil Kebun
produks perkebunan kebspa) Kelapa Sawn (PKS
perkebunan kelapa sawn rakyat
sawit rakynt 4. Kepala Desa/
Ketun Kelaps Sawit (PRS)
5. Kepels Perbankan
6. Perusabaan Perketrnan
Keinpa Sawit Rarvlengun
? Krtua Koperasst, Gagoatan,
8 Ketua Apkasindgo
9 Yayasan Setwsu
8. |Peningkatan 5.1 Membentuk tim  [3.1.1 Terbentuknya tim 20232023  |Dinas Tamanan I Bette (Hagian Perekvemesian
kepatuhan huk pembi dan peminnaan dan Pangan Hortikultura dan SDA, Prmerintehan,
bagl pelaku usaha pengawasan progawasan Perkebunan Bagian tHtubuay
|perkebunan perkebunan kelapa perketrinan kelapa| 1 Buppeda
kelapa sawit aawit sawit 3 PUPR
‘ koordinatif
R 3.1.2  Laporan hasil 4 Dwias Unghungan Ndup
pembinaan dan S BPYRD
m'h'":“ 6 Dinas PMPTSP
porvERhans 7 Diskopuruntag
tanan ke
oo pe 8 Kantor Pertanahan ATR/WPN
9 Ketim 0420 Sarkn
10 Repoires Rarolangun
5.2 Monitoring kepada |52 1  Tersedanya 2043 3004 [DIMETRE I Setda (Asaten U, Dagian
perusahaan laporan hasil Pervkonoenian dan SUA)
perkebunan dalam monitoring CSR 2
melaksanakan olch perusahaan Bappads
CSR perkebunan kelapa 3 e
sawit 4 Dwas Lngiungan Hadup
3 Camar | Peoghasd Kebun
Kelwpn Sawit °XS)
6 Kepain Dess / Proghasd
Kebun Kebepm Saww (K%Y
T Prrusebuan Prrdetesnan
Urmpm Yawn Sarnbargan
5.3 Sosialisasi 531 Terlaksananya 202) 024 DPMPTSE ! Setda Tagan Perekonoemn
penggunaan dana sosialisasi Aan DWW
CSR kepada Penggunaan dana
pemerintah Desa CSR kepada 1 Bappeda
Pemerintah Desa urher
1 Dwas Pemabertayaan
Masvaraiat dan (e
4 tmmm
3 Dwiopuriwtag
& Camat / Penghasd Kebun
7. Kepais Desa / Penghasd
wwmm
4 Prrusahaan Perketanan
Kelapa Sawtt Sarviangun
54 Pengendalian 54.1 Telanhan tekms 4023 2024 |Dwas Pekerjaan 1 Setdta [Bagian
pemanfaatan kesesuaian Umum dan hlmm
ruang untuk usaha peruntukan ruang | Perumahan Rak Pem M
perkebunan kelapa berdasarkan d
sawit yang sesuai RTRW untuk 2 Bappeda
dengan RTRW usaha perkebunan 3
Dinas Tanaman Pargan
Hortik dan Pe
4. Dinas PMPTSP
[hnas Lingkungan Htup
Dwnas Perkimtan
5  Diskopurtdag
6.
Kantur Pertanahan ATR /1N
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OROANISAST
NO \ 4
KENCANA AKSI | URAIAN KEQIATAN KELUARAN WAKIV x| PENANGOUNG | OROANISASI PENDUKUNO
PELAKBANAAN
- JAWAN
6 [Perpembangan 6.1 Mantnghatkan aal 1.1 Bertamtmhnye 20232024 |Dinas Tacaman b Mt (Phaainn Parsbonomian
pembatgunan areal AN Arval kebun Pangan Hortikutiur dan BDA dan Daglan Hulum)
h-‘lrnm wawit prmbangunan suwit rakyat dan Perkebunan 2. Bapped
rhkynt kebun sawft fakyat
d o 3. Dinas FUPR
4. DIMD
8. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas PMPISP
7. Diskopurindag
8, perbankan
9. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
10 Kantor Pertanahan ATR/DPN
11 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
12 Perusuhaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
13 Ketua Kopernsi, Qapoktan,
Poktan
B, KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPARILITAS PRKEBUN
WAKTU OROANISASI
NO| RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGOUNQ ORQOANISASI PENDUKUNQ
PELAKSANAAN JAWAB
7. |Peningkatan 7.1  Melaksanakan 7.1.1 Meningkatnya 2023-2029  |Dinaa Ti |
kapasitas dan soslalisasl tentang pengetahuan Pangan Hortikultura [ 5 por 0 berkebunan
kapabilitas penggunann tentang dan Perkebunan Kelapa Sawit Sarolangun
pekebun dalam benih/ bibit penggunaan
penggunaan benih bernertifikat bagi benih/bibit 3. Ketua Apkasindo
dan bibit petant kelapa sawit bersertifikat 4. Ketua Koperasi, Gapoktan,
beraertifiknt rakyat Poktan
5 Produsen sumber benih
kelapa sawit
6. Yayasan Setara
7.2 Mengembangkan [7.2.1  Berkembangnya 2023-2024 |Dinas T 1. Bapped
kegintan waralabn jalinan kerjasama Pangan Hortikultura | 3 Kepala Perbankan
benih antara waralaba benih dan Perkebunan 3. Perusahaan Perkebunan
sumber benih dan antara sumber Kelapa Sawit Sarolangun
kelembagnan benih dan ’
petani kelembagann 4. Ketua Apkasindo
petani 5. Ketua Koperasl, Gapokian,
Poktan
6 Produsen sumber benih
kelapa sawit
7 Yayasan Setara
8. |Peningkatan 8.1 Melaksanakan 8.1.1 Terlaksananya 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Setda (Bagian Perekonomian
kapasitas dan bimbingan dan bimbingan dan Pangan Hortikultura dan SDA)
kapabilitas pembinaan teknis pembinaan teknis dan Perkebunan 2. Bappeda
pekebun dalam budidaya kelapa budidya kelapa 3 Perusahaan Perkebunan
menerapkan sawit yang balk sawit yang balk Kelapa Sawit Sarolangun
praktik budidaya 4. Ketua Apkasindo
ysog aik fcod 5. Camat / Penghasil Kebun
agricultural Kelapa Sawit (PKS)
practices/GAP)
6. Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
7 Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
8 Yayasan Setara
.1 Sosialisasi 9.1.1 Terlaksananya 2023-2024 |Dinas T 1. pped
* ::dmn . kegiatan kegiatan Pangan Hortikultura | o
peremajann peremajaan sawit sosialisasi dan Perkebunan Kantor Pertanahan ATR/BPN
tanaman kelapa makyat perRON AW 3. Camat / Penghasil Kebun
sawit rakyat bagl rakyat Kelapa Sawit (PKS)
pekebun 4. Dinas PMPTSP
9.1.2 Meningkatnya S. Kepala Desa/ Penghasil
jumiah petani Kebun Kelapa Sawit (PKS)
pekebun yang 6. Ketua Koperasi, Oapoktan,
mengusulkan Poktan
kegiatan 7. Ketua Apkasindo
FEUBAAR Sk 8. Kepala Perbankan
rakyat 9. Yayasan Setara
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WAKTU ORGANISASI
RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNG ORGANISASI PENDUKUNG
PELAKSANAAN JAWAB

9.2 Meningkatkan 9.2.1 Meningkatnya 2023-2024 |Dinas Tenaman 1. Bappeda
kemampuan Jumlah usulan Pangan Hortikultura 2
kelembagaan kegiatan PSR yang dan Perkebunan .
petani pekebun memenuhi Kantor Pertanahan ATR/BPN
dalam memenuhi persyaratan dan 3. Camat / Penghaail Kebun
persyaratan terbitnya Kelapa Bawit (PKS)
usulan peremajaan rekomendasi 4. Dinas PMPTSP
kelapa sawit rakyat teknis dari Dirjen 5. Ke Desa/ Penghasil
secara lengkap dan Perkebunan, Ke::: Kehp/n Sawit (PKS)
benar Kementerian

Pertanian 6. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
7. Ketua Apkasindo
8. Kepala Perbankan
9 Yayasan Setara

9.3 Mclaksanakan 9.3.1 Tersusunnya 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Bappeda
monitoring dan laporan monitoring Pangan Hortikultura | 2.
evaluasi kegiatan dan evaluasi dan Perkebunan Kantor Pertanahan ATR/BPN
peremajaan sawit kegiatan 3. Camat / Penghasil Kebun
rakyat :kr;:ajaan sawit Kelapa Sawit (PKS)

4. Dinas PMPTSP
5. Kepala Desa/ Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKs)
6. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
7. Ketua Apkasindo
8. Kepala Perbankan
9. Yayasan setara
10 |Peningkatan 10.1 Memfasilitasi 10.1.1 Meningkatnya 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Setda (bagian Perekonomian
kerjasama kemitraan antara Program Pangan Hortikultura dan SDA, Bagian
kemitraan antara perusahaan kemitraan antara dan Perkebunan Pemerintahan, Bagian
petani pekebun dengan petani perusahaan Hukum)
dengan pelaku pekebun dengan petani
usaha perkebunan pekebun 2. Bappeda
3. DPMPTSP
4. Diskopurindag
5. Disnakertran
6. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
7. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
8. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
9. Ketua Apkasindo
10. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
11. Kepala Perbankan
12. Yayasan Sctara

10.2 Melakukan 10.2.1 Tersusunnya 2023-2024 |Dinas Tanaman 1. Setda (bagian Perekonomian
monitoring dan laporan hasil Pangan Hortikultura 2. Bappeda
evaluasi kemitraan monitoring dan dan Perkebunan 3. DPMPTSP
usaha antara evaluasi kemitraan )

4. Diskopurindag
. petani pekebun usaha antara Disnak
dan pelaku usaha petani pekebun S. Disnakertran
perkebunan dan pelaku usaha 6. Camat / Penghasil Kebun
perkebunan Kelapa Sawit (PKS)
7. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
8. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
9, Ketua Apkasindo
10. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
11. Kepala Perbankan
12. Yayasan Setara
Penyul Terbentuknya Dinas Koperasi 1.

10,3 pendirian koperasi |j9.3.1 koperasi yang 2023-2024 |UMKM, Setda (Bagian Perekonomian
dan sosialisas{ berbadan hukum Perindustrian dan dan SDA, Hukum)
perkoperasian g:; :h:r;;r;iknmyn Perdagangan 2. Bappeda

masyarakat 3, Dinas PMPTSP
tentang koperas{ 4. Disnarkertran
S. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
6. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
7. Ketua Apkasindo
8. Kepala Perbankan
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WARTU ORQANIRASY
NO| RENCANA AKSI | URAIAN KEQMIATAN KELUARAN PENANGOURG ORGANISAS! PEXDUKURG
PELAKSANAAN JAWAR
108 Mennghatnrm LAY Trokatinava LR AN Dinan 1 Bappeda
egiatan usaha Nermsama BUN- Pembeniayaan 2. Dimas Tanaman Pangan
BUM-Des dutaw Dest dengan pelaka Manyumkat dan Hortikulura dan Perkebunan
wengembangkan Vsaha perkehunan Desa
Dl sawit i
Dinkopurusdag
4 Camat / Penghasil Kebun
Relnpa Sawit (PRS)
S Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Suwit (PRS)
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawt Sanalangun
T Ketua Apkasindo
& Kepala Perbankan
123 Penguamn 181 Teraksananya ANL20N e L. Bappeda
Kapasitas BUM pelrtihan Praberdayaan 2. Dinay Tanaman Pangan
Des dalam kapasitas kegsatan Masvarakat dan Hortikuhur dan Perkebunan
Regiatan usaha wsaha dagi BUM Desa
Des
J  Diskopurindag
4. Camat f Penghasil Kebun
Kelapa Sawit {PRS)
3. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
6. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Rarolngun
T. Ketua Apkasivwio
& Nepala Perbankan
11 {Penmgkatan 11 Meningkatkan L1 Terlaksananva 23 0M |Dmas Tanaman 1. Bappeda
| kapasitas kompetensi pelathan Pangan Hartkultum | 2. RKPSDM
penyuiehan penyuluh pelatthan bagy dan Perkebunan 3 Camat / Penghasil Kebun
pertanma pada Fertanian mebput penyuluh Kelapa Sawit (PKS)
| badang ASN, Penyutuh pertanmn mehputi 4K
perkebunan swadaya dan AXN, penvulub * N‘Plh l'h.-a { Penghasil
{kelapa saent petani pekebun swadava dan Kebun Kelapa Sawit (PKS)
petanm pekebun S. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
6 Yavasan Setara
C.KOMPONENX PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGETUNGAN
WAKTU ORGANTSASI
FO| RENCANA AKS! TRAIAN KEGIATAX KELUARAN PENANGGUNGQ ORGANISAS] PENDUKUNG
PELAKSANAAN JAWAS
12 {Penimgkatan 121 Pendataan dan 12.1 1 Terscdunva data 023204 Dunas Lingkungan 1. Setda (Ragman PSDA)
Upeya koaservast prmantauan potenssy Hutup 2. Bappeda
Reanckaragaman potenst keanckaragaman 3 Dinas Tanaman Pangan
Dayat dan man havau & Hortikultura dan Perkebunan
havati Nehatn) Radbupaten
) ° 4. Dinas FUPR
5 Camat / Penghasd Kebun
Kelapa Sawit (FRS)
6 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Relapa Sawit (PRS)
7 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Rarolangun
12.2 Sosubsasi 12.2.1 Memingkatmya 2013 20M4 | Dinas Lingkungan L Serda {Bagian PSDA)
kawasan bernilas pemabaman Hudup 2 Rappeda
konservas toggi pelaku usaha 3 Dinas Tanaman Pangan
(KBKT) dalam arcal Wrbnsing Hortikultura dan Perkebunan
perkebunan pengeioban
kawasan bemadar
konservasi tinggi 4. Dinas PUPR
KBKT) S Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
6. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PRS)
7. Perusahman Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolngun
12,3 Rehabibrasictan  [12.3.1 Masvarakat 2023-2004  |Duas Lingkungan | 1. Setda (Bagan FSDAY
restocasi metakukan Hidup 2. Rappeds
scmpadan surgai kegintan 3. Dinas Tanaman Pangan
rehabiduasi dan Hortikulture dan Peckebunan
restorasd
sempadan sungat
4, Dinas PUPR
5 Camat } Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (('XS)
6. Kepala Desa / Penghasid
Kebun Kelapa Sawit [PRS)
7. Perusabaan Perkebunan
Kelpa Sawil Saralangun
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NO

URAIAN KEGIATAN

KELUARAN

WAKTY

PELAKSANAAN JAWAB

ONGANISAS! PENTAKUNG

12.4 Mengevaluasidan [12.4.1
mengukur tingkat
keberhasilan
Implementasi
upaya konscrvasi
keanckaragaman
hayati di lanskap
perkebunan kelape
sawit

Tersedianya hasil
pengukuran
prmantauan
lingkungan yang
melibatkan
pardsipasi publik

2023 2024

nnas Lingkungan

. Beuda (Bugian PSDAJ

Happeda
Dinas Tanaman Pengan
Hortfkultura dan Periebunan

Dinas PUPR

Camat [ Penghasil Kebun
Kelapa Sawht (°KS)
Kepala Dese [ Penghasil
Ketun Kelapa Sawit (FK9)
Perusahaan Perkebunan
Kelopa Sawh Sarclangun

13

Pelaksanaan

kebakaran hutan
dan lahan

131 311

Terselenggaranya
kegiatan

larangan
membakar hutan
dan lahan

2023-2024

Setda (Hagian Hukum,

w a

&>

Dinas Pemadam Ketwiaran
dan Penyclamatan

13.2 Menyusun peta 1321
kebakaran kebun

dan lahan

Tersedianya peta
kerawanan
kebakaran kebun
dan lahan

2023 2024 Hadan

Prnanggula
Rencana Daerah

= -

11
12

Happrda
Dmas Lingkungan Hudup

Dinas Tanaman Pangan
Hortdkuitura dan Perkebunan
PUMR

Manggala Agm
Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
Kodim 0420 Sarka
Polres Sarolangun

13.3 Sosilisasi tentang |13.3.1
PLTB (Pembukaan

Lahan tanpa

Terselenggaranya
kegiatan

peraturan dan
teknis PLTB

2023 2024 |Dinas Tanaman

dan Perkebunan

. Badan Penanggulangan

- Kepala Desa / Penghasil

Bencana Daerah
Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan

Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)

Kebun Kelapa Sawit (PKS)
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WAKTU ORGANISASI
NO| RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNQ ORGANISASI PENDUKUNG
PELAKSANAAN JAWAB
13.4 Mcningkatkan 13.4.1 Terlaksananya 2023-2024 Dinas Tumm 1. Bappeda
kerjasama kegiatan kerjasama Pangan Hortikultura| 5 gadan Penanggulangan
antara Kelompok kegiatan KTPA dan Perkebunan Bencana Daerah
Tani Peduli Api dengan pelaku ¢
(KTPA) - usaha perkebunan 3 Dm Lingkungan Hidup
Masyarakat Peduili dalam rangka 4. Dinas Pemadam Kebakaran
Api (MPA) dan pencegahan dan dan Penyelamatan
pelaku usaha penanggulangan
perkebunan kebakaran kebun 5. Manggala Agni
dan lahan 6. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
7. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9. Kelompok TPA dan MPA
13.5 Melakukan 13.5.1 Terlak=sananya 2023-2024 Badan 1 Setda {(Bagian Hukum,
pemantauan titik kegiatan Penanggulangan 2 Dinas Pemadam Kebakaran
api (hotspot) pemantauan titik Bencana Dacrah dan Penyclamatan
kebakaran lahan api (hotspot)
dan kebun kebakaran lahan
dan kebun secara 3 Bappeda
berkala 4 Dinas Lingkungan Hidup
S
Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
6 PUPR
7 Manggala Agni
8 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarclangun
9 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
10 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
11 Kodim 0420 Sarko
12 Polres Sarvlangun
13 Kelompok TPA dan MPA
13.6 Meclakukan 13.6.1 Terlaksananya 2023-2024 Badan 1 Setda (Bagian Hukum,
pemantauan kegiatan Penanggulangan 2 Dinas Pemadam Kebakaran
terhadap benga.ng pemantauan Bencana Daerah dan Penyelamatan
alam yang terjadi
di areal
perkebunan kelapa 3 Bappeda
sawit 4 Dinas Lingkungan Hidup
5
Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
6 PUPR
7 Manggala Agni
8 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
9 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
10 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
11 Kodim 0420 Sarko
12 Polres Sarolangun
13 Kelompok TPA dan MPA
13.7 Melakukan 13.7.1 Terlaksananya 2023-2024 Badan 1 Setda (Bagian Hukum,
monitoring dan monitoring dan Penanggulangan 2 Dina Ke
evaluasi evaluasi Bencana Daerah dan ;ez:nlﬂmndatn —
pencegahan dan pencegahan dan
pengendalian pengendalian
kebakaran kebun kebakaran kebun 3 Bappeda
dan lahan dan lahan 4 Dinas Lingkungan Hidup
diperkebunan diperkebunan
rakyat dan rakyat dan
perusahaan perusahaan 5
Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
6 PUPR
7 Manggala Agni
8 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
9 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
10 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
11 Kodim 0420 Sarko
12 Polres Sarclangun
13 Kelompok TPA dan MPA
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WAKTU ORGANISAST
NO| RENCANA AKSI | URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENARGGUNQ ORGANISASI PEXDUKUNG
PELAKSANAAN
JAWAS
14, |Penurunan emisi [14.1 Sosialisasi tentang [14.1.1 Meningkatnya 2023-204 Dinas Lingk 1. Bapped
gas rumah kaca mitigasi pemahaman para Hidup 2. Dinas Pemadam Kebakaran
(GRK) secara penurunan emisi pihak terhadap dan Penyelamatan
terpadu ORK di mitigasi
perusahaan penurunan emisi a3
:::b\mm kelapa o8k Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
4 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
S Manggala Agni
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
7 Ketua Apkasindo
Yavasan Setara
14.2 Inventarisasi 14.2.1 Terlaksananya 2023-2024 Dinas Lingkungan 1. Bappeda
simpanan karbon kegiatan dan Hidup 2. Dinas Pemadam Kebakaran
dan emisi GRK laparan dan Penyelamatan
inventarisasi
simpanan karbon
dan emisi GRK 3
pada perkebunan Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
4. Badan Penanggulangan
Bencana Dacrah
5. Manggala Agni
6. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
7 Ketua Apkasindo
8 Yayasan Setara
14.3 Melakukan 1431 Terlaksananya 2023 2024 Dinas Lingkungan 1.
kegiatan-kegiatan kerjasama Hidup Bappeda
mitigasi perusahaan 2
penurunan emisi perkebunan kelapal Di
GRK secara sawit dengan H I]. :;um d.:;::l:;
terintegrasi di KTPA / MPA
perkebunan kelapa disekitar 3. Badan Penanggulangan
sawit perkebunan kelapa Bencana Dacrah
sawit 4,
Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
S5 Manggala Agni
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarclangun
7 Ketua Apkasindo
8 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
9 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
10 Yayasan Setara
15 |[Pendataan lahan |15.1 ldentifikasi lahan [15.1.1 Tersedianya data 2023-2024 Kantor Pertanahan | 1.
kritis sebagai kritis dan status lahan kritis dan Nasional/ATR/ BPN Dinas Lingkungan Hidup
upaya penurunan kepemilikan lahan status kepemilikan Kab. Sarolangun
emisi gas rumah perkebunan diluar lahan perkebunan 2
kaca di kawasan hutan di luar kawasan Dinas Tanaman Pangan
perkebunan hutan Hortikultura dan Perkebunan
3. Bappeda
4. Dinas PUPR
5. Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
6. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
7. Perusahasn Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
8. Ketua Apkasind
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WAKTU ORGANISASI
NO| RENCANA AKSI [ URAIAN KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNG ORGANISASI PENDUKUNG
PELAKSANAAN
JAWAH
15.2 Melakukan kajian |15.2.1 Tersedinanya kajian 20232024  |Bappeda 1. Seida (Baglan Perekonomian
sosial, ekonomi, sosial, ekonom{ dan SDA)
ekologi dan dan rkologl serta 2.
kesesuaian lahan kesesunian lahan
kritis untuk kritis untuk :)inn Tlnnm::nl’lnuln
rencana rencana lortikurtura dan Perkebunan
pemanfaatan pemanfaatan 3. Dinas Lingkungan Hidup
4., Dinas PUPR
5
Balni Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Jambi
6 Kantor Pertanahan
Nasional/ATR/BPN
7 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
16 |Pemanfaatan 16.1 Memanfaatan 16.1.1 Seluruh 2023-2024 Dinas Lingkungan 1. Setda (Bagian Perekonomian
limbah kelapa limbah padat dan perusahaan kelapa Hidup dan SDA)
sawit untuk cair untuk sawit menerapkan 2.
peningkatan nilai berbagai teknologi Dinas Tanaman Pangan
tambah ekonomi kepentingan pemanfaatan ’m’km d:n Perkebunan
dengan limbah kelapa D Lingk Hid
menerapkan sawit (energi 3. . ung up
prinsip 3 R freduce listrik, pakan . Dinas PUPR
reuse recycle) ternak ruminasia 5 Disnakkan
kompoa dan 6
lainnya) Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Jumbi
7 Kantor Pertanahan
Nasional/ATR/BPN
8 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
9 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
16.2 Sosialisasi 16.2.1 Seluruh 2023 2024 Dinas Lingkungan 1. Setda (Bagian perekonomian
kegiatan perusahaan kelapa Hidup dan SDA)
pengelolaan imbah sawit menerapkan 2
B3 (Bahan pengelolaan B3 Di I
Berbahaya (Bahan Berbahaya H ; Lm dan Perkebunan
Beracun) Beracun) 8 o by
4 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
S5 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
6 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
16.3 Melaksanakan 16.3.1 Terlaksananya 2023-2024 Dinas Lingkungan 1. Setda ( Bagian perekonomian
pemantauan dan pemantauan, Hidup dan SDA)
pengawasan pengawasan serta 2. Bappeda
terhadap tersusunnya 3. Dinas Tanaman Pangan
pelaksanaan pelaporan Hortikultura dan Perkebunan
Dokumen terhadap
Lingkungan Hidup pelaksanaan
Dokumen 4 Camat / Penghasil Kebun
Lingkungan Hidup Kelapa Sawit (PKS)
5 Kcpala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
7 Ketua Apkasindo
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D.XOMPONEN TATA KELOLA PERKEEUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA

WAKTU OROGANISAS]
NO KEGIATAN KELUARAN PENANGGUNG ORGANISAS! PENDUKUNG
RENCANA AKSI URAIAN PELAKSANAAN yramma,
17.|Pelaksanaan 17.1 Review regulasi 17.1.1 Rekomendasi 2023-2024 |Dmas szlnim 1. Setda { Bagian Hukum,
review dan daerah tentang usulan perbaikan !Panﬁn-n:- ?\TJ nian dan SDA,
penyusunan pembangunan regulasi daerah [dan Perkel Pe: tahan)
regulasi dacrah perkebunan tentang .
tentang berkelanjutan pembangunan 2. Dinas PUPR
pembangunan perkebunan 3. DPMPTSP
perkebunan berkelanjutan 4. Diskopurindag
berkelanjutan 5. Dinas Linglungan Hidup
6 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
7 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
17.1.2 Regulasi daerah 1. Setda ( Bagian Hukum,
tentang Perckonomian dan SDA,
pembangunan Pemerintahan)
perkebunan
berkelanjutan : o y
4. Diskopurindag
5. Dinas Lingkungan Hidup
6 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
7 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
18, | Percepatan 18.1 Sosialisasi 18.1.1 Terlaksananya 2023-2024 Dinas Tanaman 1. Setda ( Bagian Hukum,
realisasi peraturan tentang kegiatan Pangan Hortikultura Perck ian dan SDA,
kewajiban pembangunan sosialisasi dan Perkebunan Pemerintahan)
perusahaan dalam kebun kelapa sawit peraturan tentang 2 Di PUPR
‘memfasilitasi rakyat pola pembanguan 3'
pembangunan kemitraan kebun kelapa " Bappeda
kemitraan sawit rakyat
kelapa sawit 4. DPMPTSP
berkelanjutan 5. Diskopurindag
6 Dmas Lingkungan Hidup
7 Camat [ Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 Kepala Perbankan
10 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
11 Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
18.2 Memfasilitasi 18.2.1 Terlaksananya 2023 2024 Dinas Tanaman 1. Sectda ( Bagian Hukum,
kerjasama antara fasilitasi Pangan Hortikultura Perekonomian dan SDA,
perusahaan pembangunan dan Perkebunan Pemerintahan)
perkebunan dan kebun kemitraan
masyarakat untuk antara pelaku 2. Dinas PUPR
pembangunan perusahaan 3 Ba
kebun masyarakat perkebunan dan 4 ppeda
dengan pola masyarakat 5 DPMP‘ISP
Kemitraan S Diskopurindag
6 Dinas Lingkungan Hidup
7 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8. Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 Kepala Perbankan
10 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
11 Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
18.3 Melaksanakan 18.3.1 Terlaksananya 20232024 |Dinas Tanaman 1. Setda { Bagian Hukum,
pemantauan dan kegiatan dan Pangan Hortikultura Perekonomian dan SDA,
evaluasi tersusunnya dan Perkebunan Pemerintahan)
pelaksanaan laporan
pembangunan pemantauan dan 2. Dinas PUPR
kebun kelapa sawit evaluasi terhadap 3. Bappeda
rakyat pola pelaksanaan 4. DPMPTSP
kemitraan pembangunan 5. Di
Diskopurindag
— 6 Dinas Linglungan Hidup
sawit at
kgmju‘nky.n i 7 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8. Kepala Desa /
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 Kepala Perbankan
10 Perusahaan Perkebunan
Kelapa S8awit Sarclangun
11 Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan

12 Yayasan Setara
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NO

RENCANA AKSI

URAIAN KEGIATAN

KELUARAN

ORGANISASI
PENANGGUNG
JAWAB

WAKTU
PELAKSANAAN

ORGANISASI PENDUKUNG

19

Melakukan
penanganan
gangguan usaha
perkebunan
kelapa sawit

19.1 Membentuk tim

penanganan
Eangguan usaha
perkebunan kelapa
sawit

19.1.1 Terbentuknya tim

penanganan
gangguan usaha
perkebunan sawit

2023-2024 Kesbangpol 1.

10.
11

12
13
14

Sctda (Asisten 1, Bagian
Pemerintahan, Bagian
Hukum )

Bappeda

Dinas PUPR

Kantor Pertanahan ATR/BPN
Disnakertran
DTPHP

Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)

- Kepala Desa / Penghasil

Kebun Kelapa Sawit (PKS)

- Perusahaan Perkebunan

Kelapa Sawit Sarolangun
Ketua Apkasindo

Ketua Koperasi, Qapoktan,
Poktan

Polres Sarolangun

Dandim 0420 Sarko
Kejaksaan

19.2

Melakukan
fasilitasi
penyelesaian
konflik

19.1.1

Terlaksananya
fasililitasi
penyelesaian
konflik

2023-2024 Kesbangpol

Eal ol I

S

10

- Setda (Asisten I, Bagian

Bappeda
Dinas PUPR

Kantor Pertanahan ATR/BPN
Disnakertran
DTPHP

. Camat / Penghasil Kebun

Kelapa Sawit (PKS)

- Kepala Desa / Penghasil

Kebun Kelapa Sawit (PKS)

- Perusahaan Perkebunan

Kelapa Sawit Sarolangun
Ketua Apkasindo

Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan

Polres Sarolangun
Dandim 0420 Sarko
Kejaksaan

19.3

Pengendalian
organisme
pengganggu
tanaman di areal
perkebunan sawit

19.3.1

Terlaksananya
penanganan
organisme
pengganggu
tanaman di areal
tanaman
perkebunan

2023-2024 Dinas Tanaman 1.
Pangan Hortikultura

dan Perkebunan 2

Sctda (Perckonomian dan
SDA)

Bappeda

UPTD Balai Perlindungan
Tanaman Perkebunan Jambi

Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun

Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
Ketua Apkasindo

Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan

194

Mengevaluasi 19.4.1
kinerja tim
penanganan
gangguan usaha
perkebunan kelapa

sawit

Tersedianya
laporan
penanganan
gangguan usaha
perkebunan kelapa
sawit

2023-2024 Dinas Tanaman 1.
Pangan Hortikultura

dan Perkebunan 2

Setda (Bagian perekonomian
dan SDA)

. Bappeda

Kesbangpol

Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit S8arolangun
Ketua Apkasindo

Soslalisasi tentang |19.5.1

hubungan
industrial

Terlaksananya
sosialisasi
hubungan
industrial kepada
pelaku usaha
perkebunan

2023-2024 Dinas Koperasi 1.
UMKM,
Perindustrian dan 2

Perdagangan 3

Setda (Bagian perekonomian
dan SDA)

DTPHP
Dinas PUPR

Kantor Pertanahan ATR/BPN
Dinas Kesbangpol

Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)

Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
Ketua Apkasindo

Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
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NO| RENCANA AKS!

URAIAN KEGIATAN

WAKTU

JAWAH

ORGANTSAS] P¥ NUURL NG

19.6 Fanilitasi

1961

04 2024

(mnaberrran

| Wenda Aawten 1, lagion
Prmersntatan, (hegan

Huakumg

Happedy

Ihras Tanamen Prigan
Hortk afturs dan Prrictunen

~

Dreman PUVR
Bamiae Pertanahas ATS /BFN

-

Prinku Usaba Perdetanen

e

Ketua Koperass, CGogubtua,
Puktan
Serhat Prhrrse/ o

Penyelenalan
|status lahan
perkebunan yang
terindikasd dalam
ki hutan

20.1

Menyticsaikan
kelanjutan status
lahan usaha
perkebunan yang
terindikasi dalam
kawasan hutan

Terselesajkannya
keterlanjutan
atatus han
usaha perketunan
vang terindikas
kawasan hutan

2023 2024

Dinas Lingkungen
Irdup

1 Setda Sermiangua (Asisten L

Nantir Prrtanahan ATH/ 1IN
1rnas Tanaman Fangen
Horukuure dan Peoaetummn

3 Denes PUWP
Camat / Penghasd Kebun
Kelnpe fawn Py

7 LPTD KPP Sarvisngun
Krpnis [lesa / Penghuead
Kebun Ketwpm Sewst AN
Kerua hogeres, Oapratan,

wn
1}

Menyriesaikan
status lahan sawit
rakyat yang

kawasan hutan

Terlaksananya
status lnhan sawn
rakyat yang
terindikasi dalam
kawasan hutan

3013 J0)s

21 [Legalisasi laban
hasil penyelesaian
status
|perkebunan yang
terindikaxi dalam
kawasan hutan

Melakukan
legalisasi lahan
sebagai tindnk
lanjut penyclesaian
status perkebunan
yang terindiknsi
dalam kawasan
hutan

2111

2023 2024

Dinas Linghungan
Hxdup
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WAKTU OROANISASL
NO| RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN . PENANGGUNG OROANISASI PENDUKUNQ
PELAKSANAAN
JAWAR
21.2 Melakukan 21.2.1 Terbitnyn logatitas 2023.2024 Dinas Lingkungan 1. Setda Barolengus (Asiaten 1,
legatisasi lahan lahan sawit rakyat Hidup baglan pemerintahian, baglan
sawit rakyat dalam dalam rangka huleum)
rangka reforma reforma agraria
agraria sebagai sebagal tindak 2. Dappeda
tndaklanjut lanjut 3
penyelesalan penyelesaian Kantor Pertanahan ATR/BPN
status perkebunan status perkebunan 4. Dinas Tanaman Pangan
yang terindikasi yang terindikasi Hortikultura dan Perkebunan
dalam kawasan dalam kawnsan
hutan huta
. 5. Dinas PUPR
6. Caunast [ Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
7 UPTD KPHP Sarolangun
8 Kepala Desa / Fenghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 Poktan
10 kerua Apkastndo
11 Prrusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarolangun
22, |Pelaksanaan 22.1 Pelatihan 22.1,1 Meningkatnya 20232024  |Disnakertran 1. Setda (Asisten 1,Bagian
pernturan peningkatan sumber dayn Hukum)
ketenagakerjaan kapasitas tenagn tenagn kerja Jokal
dalam perkcbunan kerja lokal pada pada scktor 2 Dinas Tanaman pangan
kelapa sawit scktor perkebunan perkebunan Hortikultura dan Perkebunan
3 Bappeda
4 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Bawit (PKS)
3 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
6 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Bawit S8arolangun
7 Ketua Apkasindo
8 Serikat Pekerja/Buruh
22.2 Sosialisasi regulasi |22.2.1 Meningkatnya 2023 2024 Disnakertran 1. Setda (Asisten | Bagian
tentang pemahaman para Hukum)
Ketenagakerjaan plhak tentang 2 Dinas Tanaman pangan
kepada regulasi Hortikultura dan Perkebunan
perusahaan dan ketenagakerjaan
pekerja khususnya pekerja
di perkebunan 3 Bappeda
4 Camat [ Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
5 BPJS Keschatan/
Ketenagakerjaan
6 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
7 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarclangun
8 Ketua Apkasindo
9 Serikat Pekerja/Buruh
22.3 Mengembangkan [22.3.1 Tersedianya akses 2023-2024 Disnakertran 1. Setda (Asisten |, Bagian
sistem kesehatan dan Hukum)
keselamatan dan kesclamatan kerja 2 Dinas Tanaman pan
kesehatan kerja bagi para pekerja Hortikultura dnnp;er?tnbtmnn
(K3) bagl pekerja
dan pckebun
3 Bappeda
4 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
5 BPJS Keschatan/
Ketenagakerjaan
6 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
7 Perusahsan Perkebunan
8 Ketua Apkasindo
9 Serikat Pekerja/Buruh
E.KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PABAR PRODUK KELAPA S8AWIT
WAKTU ORGANISASI
NO| RENCANA AKSI URAIAN KEGIATAN KELUARAN PELAKSANAAN PEN.?:\:I}SBUNG OROANISASI PENDUKUNG
" 232 Dinas Tanaman . Setda (Bagian Perekonomian
23. |Percepatan 23.1 Mclaksanakan 23.1.1 Terlaksananya 2023-2024 s T 1
pelaksanaan sosialisasi nsosinlisasi ISPO |Pangan Hortikultura dan SDA, Bagian
sertifikas{ ISPO scrtifikas! ISPO bagi pelaku usaha dan Perkebunan pemerintahan)
untuk pelaku bagi pelaku usaha dan kelembagaan 2. Bappeda
usaha dan dan kelembagann petani 3.
kelembagaan petani sawit rakyat Kantor Pertanahan ATR/BPN
petani sawit 4, Dinas Lingkungan Hidup
PRt 5. Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawit Sarclangun
6. Ketua Koperasi, Gapoktan,
Poktan
7 Camat / Penghasil Kebun
Kelapa Sawit (PKS)
8 Kepala Desa / Penghasil
Kebun Kelapa Sawit (PKS)
9 YayvasanSctara |
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ORGANISASI

NO| RENCANA AKSI | URAIAN KEGIATAN KELUARAN WARTR PENANGGUNG ORGANISASI PENDUKUNG
PELAKSANAAN
JAWAB
25.|Peningkatan 25.1 Membangun 25.1.1 Terbentuknya 20232024 Dinas Tanaman 1. Setda (Asisten [1, Bagian
pemasaran TBS kemitraan usaha kemitraan usaha Pangan Hortikultura Perekonomian dan SDA)
kelnp: sawnt am;r:J perusahaan antur.:h dan Perkebunan 2. Bappeda
rakyat perkebunan yang perusahaan 3, Diskepurindeg
mempunyai PKS perkebunan yang " :
d 4. Dinas Lingkungan Hidup
engan mempunya: PKS 1 Eaby
Kelembagaan dengan 5. Camat / P"’&h‘“‘ Kebun
petani pekebun kelembagaan Kelapa Sawit (PKS)
sawit rakyat petani pekebun 6. Kepala Desa / Penghasil
sawit rakyat Kebun Kelapa Sawit (PKS)
dalam rangka 7 Kepala Perbankan
pemasaran TBS 8 Perusahaan Perkebunan
Kelapa Sawt Sarolangun
9 Ketua Koperasi, Gapoktan,

10

Poktan

Yayasan Setara

Pj. BUPAT] SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI
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